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Dalam konteks pemebntukan Per–UU partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan 

   Masyarakat (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) dalam suatu pembentukan Per–UU 

   mulai dari perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan.



Mengapa Mesti Ada Partisipasi 
Masyarakat?



Orang-orang yang 

terkena dampak 

kemungkinan besar 

tidak terwakili 

suaranya



Anggota masyarakat dapat 
memberikan informasi 

tambahan yang berguna 
kepada pembuat keputusan, 

terutama ketika nilai-nilai yang 
terlibat tidak dapat dengan 

mudah diukur;



Memperkuat akuntabilitas 
pembuat keputusan politik dan 
administratif.
Keterbukaan memberi tekanan 
pada administrator untuk 

mengikuti prosedur yang diperlukan



Kepercayaan publik terhadap para pengambil 

keputusan meningkat karena warga negara dapat 

melihat dengan jelas dalam setiap kasus bahwa 

semua masalah telah dipertimbangkan secara 

penuh dan hati-hati.



Principle 10 of the Rio Declaration on 

Environment and Development

memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap 

informasi, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan, dan memiliki akses terhadap keadilan



UNDANG-UNDANG GANGGUAN

(Hinderordonnantie)

Pasal 5





PERUBAHAN KEDUA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 12

TAHUN 2011 

TENTANG PEMBENTUKAN 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

RUU







C      o       n      t     o      h

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja

Tahap Perencanaan → 2 kali Konsultasi Publik

Tahap Penyusunan dan Pembahasan → 44 kali konsultasi Publik  

Akses informasi?









Partisipasi masyarakat memiliki tiga prasyarat, yaitu: 

hak untuk didengarkan pendapatnya (right to 

be heard); kedua,

hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right 

to be considered); dan ketiga,

hak untuk mendapatkan penjelasan atau 

jawaban atas pendapat yang diberikan (right to 

be explained).



Terbukanya Akses terhadap semua informasi terkait 

serta tersedianya sarana untuk mengajukan banding/ 

keberatan jika akses informasi dan atau akses 

partisipasinya tidak dilakukan secara hakiki.



adakah saluran untuk bertanya?

Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan 
secara lisan
Maupun secara tertulis, baik secara 
langsung maupun tidak 
Langsung. Partisipasi Masyarakat dapat 
dilakukan melalui; 1. rapat dengar 
pendapata umum, 2.kunjungan kerja, 3. 
sosialisasi, 4. seminar, loka karya, atau 
FGD



pernahkah kita bertanya?

Tahap Ante Legislative Tahap Lesgislative Tahap Post Legislative

➢ Penelitian
➢ FGD, Lokakarya, dan 

Seminar
➢ Pengajuan usul inisiatif
➢ Perancangan

➢ Audiensi/RDPU
➢ Rancangan peraturan 

alternatif
➢ Masuk melalui media cetak
➢ Masuk melalui media 

elektronik
➢ Unjuk rasa
➢ FGD, Lokakarya, dan 

Seminar

➢Unjuk rasa terhadap UU baru
➢Tuntutan Uji Materi (JR) UU 

baru
➢Sosialisasi UU melalui 

penyuluhan, FGD, lokakarya, 
atau seminar



Saya berpartisipasi, 
kamu berpartisipasi, 
kita berpartisipasi, 
agar yang untung 

tidak sebatas mereka.



Terima Kasih!


	Slide 1: “URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PER–UU”
	Slide 2
	Slide 3: Mengapa Mesti Ada Partisipasi Masyarakat?
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9: UNDANG-UNDANG GANGGUAN
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14: C      o       n      t     o      h
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20: adakah saluran untuk bertanya?
	Slide 21: pernahkah kita bertanya?
	Slide 22
	Slide 23

